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KATA PENGANTAR
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, Tim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
pada Pengadilan Agama Jakarta Timur telah dapat melaksanakan tugas yang
diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan
rencana. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan pengawasan pada
Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor 1817/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/1X/2024 tanggal 4 September 2024, menunjuk
Tim Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang terdiri dari 3 (tiga)
hakim Tinggi, 2 (dua) Panitera Pengganti dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Rencana
Program dan Anggaran, berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien. Pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu
dari tanggal 6 s.d. 8 November 2024,

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Diakhir tugas Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Timur menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan kesanggupan
seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memperbaiki dan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan dalam
menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 8 November 2024

Ketua Tim

Drs. H. Mahmud S.H., M.H.

Halaman 1 Hasif Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Timur



Kata Pengantar

DAFTAR ISI

Daftar Isi
BAB | PENDAHULUAN ... e s e e e se e 3
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan ...... 3
B. Ruang Lingkup Pengawasan/Pemeriksaan ...................... 4
1. Bidang Manajemen Peradilan
2. Bidang Administrasi Persidangan
3. Bidang Administrasi Perkara
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan
5. Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik
C. Maksud dan Tujuan Pengawasan ...............cc.cooiiiiinnn. 4
D. Metodologi Pengawasan .............................................. 4
E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan .................cccoceeivinnn, 4
F. Susunan Tim Pelaksana Pengawasan Daerah ..................... 5
BAB Il HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN ..o, 6
A. Bidang Manajemen Peradilan ........... ... O — 6
B. Bidang Administrasi Perkara ...............c.ccoiiviiiiic, 8
C. Bidang Administrasi Persidangan..................ccooceiiiinnn 10
D. Bidang Administrasi Kesekretariatan...........................co 16
E. Bidang Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik 22
BAB llI PENUTUPR oot i i it s st s s s 29
A Kesimpulan ... 29
B. Saran/Rekomendasi .............ccoiviiiiiiiiiiiii e, 29
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Halaman 2 Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Timur



BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana;

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan;

11.Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pemungutan Biaya Perkara;

12.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

13.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku | dan Buku
[l (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi;

14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;
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15.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/NVII/2007
Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

16.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VI1II/2022
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

17.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

18.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

19.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor
2180/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 tentang
Penugasan Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Jakarta Barat;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Manajemen Peradilan

Administrasi Perkara

Administrasi Persidangan

Administrasi Kesekretariatan

Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

moowp

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan

benar;

Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;

Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi

Persidangan;

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian
dan perpustakaan);

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan
Barang Milik Negara (BMN);

SIN

D. METODOLOGI PENGAWASAN

Pemeriksaan dokumen;

Melakukan Wawancara;

Melakukan Konfirmasi;

Melakukan Observasi;

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik;

hbhwh -

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal
8 November 2024 bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pengawasan
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dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan
publik.

F. SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAERAH

Pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah dengan susunan Tim
sebagai berikut:

1. Nama : Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Nip : 196012311983031049

Golongan . Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Hakim Tinggi

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2. Nama . Dr. Drs. Muhiddin, S.H., M.H.

Nip : 196310301989031005

Golongan : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Hakim Tinggi

Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3. Nama . Dra. Syamsidar, S.H., M.H.

Nip : 196112311983032017

Golongan : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Hakim Tinggi

Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
4, Nama . Ghizar Fau'Ah, S.H., M.H.

Nip : 196409171986032013

Golongan :  Pembina (IV/a)

Jabatan . Panitera Pengganti

Unit Kerja :  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
5. Nama . Dra. Ida Fitriyani

Nip : 196701101989122001

Golongan . Penata Tingkat | (l1l/d)

Jabatan . Panitera Pengganti

Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
6. Nama . Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.

Nip : 198112162009042002

Golongan . Penata Tingkat | (I11/d)

Jabatan . Kepala Sub Bagian Rencana Program dan

Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
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BAB I
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagaimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup
pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah Pemeriksaan : Manajemen Peradilan,
Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Kinerja
dan Pelayanan Publik, maka laporan yang disampaikan pada bagian ini disusun
berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan ini terasa belum dapat
mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama
Jakarta Timur, namun karena Surat Keputusan Tugas Pengawasan pada
Pengadilan Agama Jakarta Timur telah ditetapkan pula bidang-bidang yang
menjadi tugas masing-masing pengawas, maka pengawas melaksanakan
tugasnya.

Bentuk penyajian laporan hasil pengawasan disampaikan dengan
menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang

menjadi tugas pengawasannya.
Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. MANAJEMEN PERADILAN
1. Kondisi
Koordinator Pengawas Bidang belum membuat jadwal rapat pengawasan bidang

Kriteria

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 145/KMA/ SK/VI1/2007 tanggal 29
Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;

2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab

Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53
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Sebab
Belum diketahui untuk penyediaan dokumen tersebut

Akibat
dokumen belum tersedia

Rekomendasi
Agar segera disusun jadwal pengawasan bidang oleh koordinator pengawas bidang

. Kondisi

Tim Penilai PPNPN belum melakukan penilaian setiap triwulan dan evaluasi akhir

tahun
Kriteria

Surat Sekretaris MA No 811/SEK/SK/VII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan dibawahnya

Sebab
Karena penilaian baru dilakukan triwulan | untuk tahun 2024

Akibat
Penilaian PPNPN secara berkala belum tersedia untuk triwulan berikutnya

Rekomendasi
Agar penilaian dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

Kondisi
Belum dilakukan evaluasi ternadap pelaksanaan kegiatan triwulan, semester dan

tahunan
Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP);
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2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya),
Pasal 442 sampai dengan Pasal 444;

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 578 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

5. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 173/SEK/SK/I/2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Sebab
untuk monitoring kegiatan yang terjadwal diawal tahun belum dilakukan secara

keseluruhan

Akibat
Belum tersedia data monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala yang sesuai

dengan jadwal kegiatan satuan kerja

Rekomendasi
Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala yang sesuai

dengan jadwal kegiatan satuan kerja

B. ADMINISTRASI PERKARA

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Timur sejak Januari 2024 sampai
dengan tanggal 5 November 2024 sebanyak 4420 terdiri dari 3711 gugatan dan 709

permohonan.

1. Kondisi

Penyelesaian Pelaksanaan Eksekusi terlalu lama

Sampai saat ini mulai permohonan sampai dengan pelaksanaan aanmaning biaya

memakan waktu lebih dari 1 tahun
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Kriteria

Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan

Sebab

Terlalu lama menunggu berjalannya tahapan demi tahapan

Akibat
Belum dapat dijalankan putusan hakim dalam rangka mencapai kepastian hukum.

Rekomendasi
Sebaiknya dilakukan aanmaning yang memberikan kesempatan menyelesaikan

dari tahapan eksekusi dengan limit waktu tertentu

. Register Perkara (E-Reg)
Kondisi

E-Register Eksekusi sudah dilaksanakan secara digital/elektronik namun beberapa
belum terbaca dalam Informasi Detil Permohonan Eksekusi pada SIPP (diisi kolom

sesuai dengan substansinya).

Kriteria
Buku Il Halaman 22, Point.5. Register Perkara disebutkan :

1)  Pendaftaran Perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib
dan cermat).
2) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
0424/DJA/HM.00/11/2019 Tentang Penerapan Administrasi Register
Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Pengadilan
Agama.
Sebab
Dalam menginput data eksekusi di SIPP belum dilaksanakan secara tertib.
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Akibat
Data perkara permohonan Eksekusi dalam SIPP tidak sesuai dengan yang ada di

dalam berkas.

Rekomendasi
Agar kolom-kolom data eksekusi di SIPP yang masih kosong seharusnya sudah

diinput sesuai dengan data di E-Register.

. ADMINISTRASI| PERSIDANGAN
1. Kondisi
Pemanggilan para pihak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Angka 7 huruf (c) SEMA Nomor 6 tahun 2014 .tentang panggilan Delegasi

Sebab
panitera tidak mengontrol surat panggilan delegasi dari luar

Akibat
banyak panggilan delegasi belum dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

Rekomendasi
Koordinator Panggilan delegasi segera menunjuk JS/Jsp yang akan

melaksanakan penggilan delegasi

2. Perkara Nomor 1026/PdtG/2024 dan Nomor 3701/Pdt.G/2023

Kondisi

Penutup/kaki putusan perkara e court, belum ada keseragaman sebagian
berbunyi “putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis dst” dan sebagian lagi
berbunyi “putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum secara elektronik (e court) melalui Sistem informasi pengadilan oleh

Ketua Majelis”.
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Kriteria

Pasal 26 ayat (3) Perma No.7 tahun 2022 juncto KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022
tentang petunjuk tehnis pelaksanaan PERMA menyatakan: secara hukum
pengucapan putusan/penetapan dalam perkara e-court dilakukan dengan
mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIPP;

Sebab

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut lalai memperhatikan ketentuan
PERMA dan peraturan pelaksanaannya yaitu KMA No. 363/KMA/SK/XI1/2022
tentang petunjuk tehnis pelaksanaan PERMA No.7 tahun 2022 pada bag.C,

angka 7.c

Akibat

Penutup/Kaki Putusan/penetapan dalam Perkara e-court pada Pengadilan
Agama Jakarta Timur selain tidak seragam juga sebagian sulit untuk menghitung
kekuatan hukum tetap putusan (BHT) dan menghitung tenggat waktu upaya

hukumnya;

Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan agar melakukan pembinaan dan mensosialisasikan
PERMA No.7/2022 beserta petunjuk tehnisnya, dan untuk kedepannya
penutup/kaki putusan dalam perkara e-court diupayakan agar tergambar waktu

pengunggahan/upload putusan/penetapan tersebut;

Perkara Nomor: 1058/Pdt.G/2024/PAJT

Kondisi

Masih ada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur keliru
menghitung batas waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan karena jangka waktu proses Mediasi

diperhitungkan masuk sebagai jangka waktu penyelesaian perkara, sehingga
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beberapa perkara belum lewat batas waktu penyelesaian tetapi Majelis Hakim
telah melaporkan kepada Ketua PA dengan tembusan kepada PTA dan
Mahkamah Agung sebagai perkara yang melampaui batas waktu penyelesaian
(vide laporan bulanan perkara No. 1058/24, No.1026/24 dll);

Kriteria

SEMA No.2 Tahun 2014, juncto pasal 35 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 20186,
bahwa terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan
mediator, jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu
penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah
Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan

tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan;

Sebab
Majelis Hakim lalai memperhatikan ketentuan dan petunjuk tehnis yang ada;.

Akibat
Majelis Hakim telah tersita waktunya untuk membuat laporan atas proses
perkara yang seolah-olah telah melanggar asas sederhara cepat dan biaya

ringan;

Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan agar melakukan pembinaan dan mensosialisasikan
petunjuk tehnis yang ada khususnya yang berkaitan dengan batas waktu

penyelesaian perkara;

. Perkara Nomor 1355/Pdt.G/2024

Kondisi

Ditemukan Berita Acara Sidang belum ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan
Panitera Pengganti padahal perkara sudah diputus pada tanggal 5 September
2024
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Kriteria

KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo Buku Il Edisi Revisi Tahun 2013,
bagian 7.

Sebab

Ketua Majelis tidak melaksanakan tugasnya dengan disiplin.

Akibat
Fakta dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan

tersebut tidak mempunyai nilai hukum.

Rekomendasi
Agar Ketua Majelis menanda tangani Berita Acara Sidang setelah selesai dibuat.

. Perkara Nomor 1058/Pdt.G/2024/PAJT

Kondisi

Jenis izin poligami, persidangan pertama sampai persidangan pembuktian
dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum tetapi pada tahap kesimpulan
dilakukan dengan persidangan tertutup untuk umum, namun Majelis Hakim tidak

memberikan alasan-alasannya yang tercatat dalam BAS;
Kriteria

Pasal 59 ayat (1) UU No.7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa sidang
pemeriksaan pengadilan Terbuka untuk umum, kecuali apabila UU menentukan
lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam BAS
memerintahkan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan

sidang tertutup;
Sebab

Majelis Hakim lalai memperhatikan ketentuan dan petunjuk tehnis yang ada;

Akibat
Proses perkara tersebut selain tidak tertib juga dapat dianggap cacat formil.
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Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan agar melakukan pembinaan dan mensosialisasikan
petunjuk tehnis yang ada khususnya ketentuan-ketentuan yang dapat berakibat

batalnya putusan;

. Perkara Nomor 3701/Pdt.G/2023/PAJT

Kondisi

Penggugat dan tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Jakarta Timur, perkara didaftarkan secara e-court tanggal 4 September 2024,
jumlah SKUM sejumlah Rp.360.000,00 PGL sidang pertama melalui alamat
elektronik dan surat tercatat, sehingga meskipun pada sidang pertama tergugat
tidak hadir tetapi panjar biaya perkara tampak masih cukup tersedia untuk
panggilan selanjutnya, namun ternyata setelah sidang pertama tersebut
dimintakan lagi tambahan panjar biaya perkara kepada penggugat dengan
SKUM tanggal 11 September 2024 sejumlah Rp.200.000,00

Kriteria

Buku Il Edisi Revisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, hal.72. bahwa pihak berperkara ditegur untuk membayar
tambahan panjar biaya perkara jika panjar biaya perkara telah habis;

Sebab

Panitera/Panitera Sidang kurang memperhatikan ketentuan dan petunjuk tehnis

yang ada
Akibat

Penambahan panjar biaya perkara tersebut selain tidak berdasar juga tidak

sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
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Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan agar melakukan pembinaan dan mensosialisasikan
petunjuk tehnis yang ada khususnya ketentuan-ketentuan mengenai

penyelesaian perkara e court;

Perkara Nomor 1008/Pdt.G/2024/PAJT

Kondisi

Terdaftar secara e court dan prosedur mediasi dinyatakan tidak berhasil
mencapai kesepakatan, ternyata Majelis Hakim langsung melanjutkan
pemeriksaan pada pokok perkara dan membacakan surat gugatan tanpa lebih
dahulu menanyakan persetujuan tergugat untuk beracara secara elektronik.

Kriteria

PERMA No.7 Tahun 2022 pasal 20 ayat (3) dan ayat (5) juncto KMA No.
363/KMA/SK/XII/2022 Tentang petunjuk tehnis pelaksanaan perma No.7 Thn
2022, Bag.C angka 1.k dan |,

Sebab

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut lalai memperhatikan ketentuan tehnis

pemeriksaan perkara e court.

Akibat

Perkara e court pada Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagian tampak
berakhir/selesai pada tahap mediasi dan tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.7 tahun 2022.

Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan agar melakukan pembinaan dan mensosialisasikan
petunjuk tehnis yang ada khususnya yang berkaitan dengan perkara e court;
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8. Kondisi
Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan telah
diarsipkan, tidak diberi sampul, dijahit dan disegel tetapi hanya dijepit yang

mudah terlepas;

Kriteria

Buku Il Edisi Revisi Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama, hal.34. Bahwa berkas perkara yang telah diminutasi,
diserahkan ke Meja Il untuk diberi sampul, dijahit dan disegel;

Sebab

Kelalaian panitera muda hukum dalam memahami pekerjaan penyelesaian
berkas perkara dan abainya pengelola arsip berkas perkara serta kurangnya
bimbingan dari pejabat penanggung jawab pengelola arsip berkas perkara;

Akibat

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur selain tidak

terjamin keamanannya (lembaran putusan tercecer/hilang) juga tidak rapi.

Rekomendasi:

Panitera Pengadilan agar segera ditata ulang kekurangan dari penyelesaian

administrasi minutasi berkas perkara.

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi
Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) belum

sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesai Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas

pelaporan keuangan pemerintah pusat;
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2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/I1/2012
tentang Standar PelayananPeradilan. Lampiran |. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VINI/2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a.

sampai dengan huruf d.

Sebab

Belum diketahui terkait aturan pembentukan Tim PIPK

Akibat
Pelaporan PIPK belum secara keseluruhan terorganisir

Rekomendasi
Agar dibentuk Tim khusus yang dapat menangani terkait pelaporan PIPK

. Kondisi
Satuan kerja telah melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk semua jabatan

yang ada di satuan kerja namun belum sesuai

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS)

Sebab
belum memahami cara penyusunan ABK secara tepat dan benar

Akibat
Analisa Beban Kerja belum diperbaharui dan dokumen masih berupa konsep

(belum dicetak di sahkan pimpinan)
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Rekomendasi
Agar segera disusun analisa beban kerja sesuai dengan kondisi kebutuhan saat

ini serta diformilkan

. Kondisi
SOP tentang perhitungan ABK belum tersedia

Kriteria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS)

Sebab
belum paham terkait ketersediaan SOP analisa beban kerja

Akibat

SOP analisa beban kerja belum memadai

Rekomendasi
Agar segera dilengkapi dokumen SOP analisa beban kerja

. Kondisi
Standar kompetensi jabatan belum disusun

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indenesia Nomor
1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

Bawahnya.
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Sebab
Belum diketahui terkait penyediaan dokumen standar kompetensi jabatan

Akibat
Dokumen standar kompetensi jabatan belum tersedia

Rekomendasi
Agar segera disusun dokumen standar kempetensi jabatan

. Kondisi
Ada PNS yang sudah 5 tahun atau lebih belum dimutasi

Kriteria

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
140/KMA/SK/VINI2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi
Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi
Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

Bawahnya.

Sebab
ada 2 orang pegawai yang sudah lebih 5 tahun belum dimutasi karena masih

dibutuhkan tenaganya untuk satuan kerja

Akibat
Manajemen sumber daya manusia belum dapat berjalan maksimal
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Rekomendasi
Agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyegaran terhadap pegawai yang telah

melebihi 5 tahun untuk dimutasi atau promosi

. Kondisi
Penerapan disiplin belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor;
368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman Presensi
Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian

Sebab
Pegawai tidak memahami bahwa presensi dilakukan pada titik koordinat yang

sesuai dan lalai melakukan presensi finger

Akibat
Data presensi yang tersedia tidak valid/tidak sesuai

Rekomendasi

Pegawai agar melakukan presensi SIKEP sesuai dengan titik koordinat dan
disarankan agar melakukan presensi finger yang merupakan backup bagi
petugas presensi dalam merekapitulasi kevalidan data presensi dan bagi
petugas presensi melengkapi dokumen presensi dengan membuat berita acara

atas kondisi tersebut dan ditandatangani oleh Pimpinan satuan kerja

. Kondisi
Kuasa pengguna barang belum menyusun pengajuan Rencana kebutuhan

barang
Kriteria

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.6/2021

tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
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